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Pendahuluan

Asia Selatan dan Tenggara telah menunjukkan hasil yang beragam dalam memerangi pandemi virus
Corona tetapi pandemi COVID-19 telah menjadi keuntungan politik bagi para pemimpin yang tidak
liberal. (Pemimpin yang tidak liberal merongrong masyarakat terbuka dan sistem politik bebas;
mereka biasanya masih mengizinkan pemilihan umum, tetapi merusak atau menghancurkan secara
langsung lembaga dan norma politik serta menyerang kebebasan sipil.) Politisi semacam ini biasanya
adalah pemimpin seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, yang terpilih dalam pemilihan
umum bebas dan adil, dan pemimpin yang lebih autokrasi seperti Perdana Menteri Kamboja Hun
Sen, yang pemilihan umumnya semakin tidak bebas dan tidak adil. Di Asia Selatan dan Tenggara,
pemimpin yang tidak liberal, banyak di antaranya adalah pemimpin populis yang tidak liberal, telah
menggunakan pandemi sebagai peluang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi,
terlepas dari apakah tindakan ini berkontribusi pada tanggapan kesehatan masyarakat yang
sebenarnya.!

Asia Selatan dan Tenggara mengalami beberapa kemunduran demokrasi terkait COVID-19 yang
paling ekstrem di dunia. Bahkan sebelum virus Corona muncul, tumbuhnya polarisasi politik,
populisme dan sektarianisme yang tidak liberal, warisan pemerintahan otoriter, dan pengaruh
militer yang berkelanjutan dalam politik telah merongrong politik demokrasi di kawasan ini.2 Dan
memerangi COVID-19 memang membutuhkan beberapa pembatasan kebebasan, setidaknya
sampai tersedia vaksin yang efektif. Faktanya, bahkan beberapa negara yang sudah lama menganut
paham demokrasi di kawasan negara-negara maju telah berjuang keras untuk menyeimbangkan
penanganan masalah kesehatan masyarakat dengan melindungi kebebasan warga negara.
Sementara itu, ketika media berita di seluruh dunia terus berfokus pada pandemi, kemunduran
demokrasi di negara berkembang kurang mendapatkan perhatian.

Konsolidasi pengaruh politik era COVID-19 harus dilawan guna memastikan bahwa politisi tidak
dapat menggunakan pandemi untuk mengumpulkan lebih banyak kekuasaan secara permanen. Di
Asia Selatan dan Tenggara, pembela lembaga dan norma demokrasi harus mendukung pemilihan
umum yang aman dan berupaya untuk memastikan bahwa, bahkan jika pemimpin telah
mengumpulkan kekuasaan ekstensif untuk melawan pandemi, kekuasaan ini dibatasi waktunya dan
bahwa sudah ada rencana untuk kembali ke kondisi politik normal. Di negara-negara tempat jumlah
kasus COVID-19 dan kematian relatif rendah, seperti Malaysia dan Thailand, pendukung hak dan
lembaga demokrasi harus menggunakan aksi demonstrasi, sesi parlemen, dan media sosial — dengan
tindakan pencegahan kesehatan yang tepat — untuk menekan pemerintah. Di negara-negara yang
gagal menangani COVID-19 secara efektif, pihak oposisi perlu menyoroti kesalahan ini dan
menunjukkan bahwa membatasi kebebasan politik tidak menjamin hasil kesehatan masyarakat yang
lebih baik.3

Aktor eksternal juga memiliki peran yang dapat dimainkan. Amerika Serikat bekerja sama dengan
sangat efektif di kawasan ini dengan negara-negara yang lebih bebas, dan banyak pemimpin yang
tidak liberal, seperti Rodrigo Duterte dari Filipina yang terbukti menjadi mitra yang tidak dapat
diprediksi dan sulit untuk diajak bekerja sama. Negara-negara demokrasi terkemuka, yang selama



beberapa dekade telah mendorong perubahan demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara perlu
menyoroti kelemahan dalam gagasan bahwa negara-negara otoriter dapat mengatasi COVID-19
dengan lebih baik, perlu mendukung pendukung demokrasi di kawasan itu, dan perlu melawan
upaya yang dilakukan oleh pihak autokrasi terkemuka yang menyatakan bahwa penguasa otoriter —
bukan demokrasi — efektif dalam memerangi COVID-19.4



Kemunduran Gerakan Demokrasi

Kemajuan demokrasi Asia Selatan dan Tenggara telah terbalik, setidaknya sejak awal tahun 2010-an,
dan COVID-19 telah mempercepat pembalikan tersebut.5 Pada tahun 1990-an dan 2000-an, Asia
Tenggara mengalami demokratisasi ekstensif, dan pada awal tahun 2010-an, berbagai negara
termasuk Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bahkan Kamboja dan Myanmar
telah membuat kemajuan politik yang substansial. Namun, kemajuan ini tersendat. Meskipun
dipimpin oleh pemerintah sipil dan relatif demokratis selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-
an, Thailand mengalami kudeta militer pada tahun 2014.° Junta militer, ketika pada akhirnya
mengizinkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, menciptakan lingkungan pemilihan
umum yang tidak adil: junta militer menggunakan perubahan konstitusi dan manuver lain untuk
memungkinkan partai pro-militer, Palang Pracharat, untuk memenangkan pemilihan umum tahun
2019.7 Ketika partai oposisi, Partai Masa Depan Maju (Future Forward Party), tampil baik dalam
pemilihan umum dan terus menarik dukungan populer yang cukup besar setelah pemungutan suara,
Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan partai itu.8 Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang
terpilih untuk masa jabatan enam tahun pada tahun 2016 telah mengawasi “perang” narkoba berdarah
yang mengakibatkan ribuan pembunuhan diluar proses hukum; Rodrigo Duterte telah memenjarakan
lawan politik dan jurnalis serta merongrong independensi Mahkamah Agung dan lembaga lainnya.?
Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2010-an, tujuh dari sebelas negara Asia Tenggara menjadi
kurang bebas dibandingkan satu dekade sebelumnya.!0 Pengecualiannya adalah negara kecil Timor
Leste dan Singapura; Myanmar yang nyaris menjadi kurang bebas dibandingkan kondisi yang
dialaminya selama beberapa dekade pemerintahan militer yang brutal; dan Malaysia yang melakukan
pemindahan kekuasaan nyata pertamanya setelah kemenangan pihak oposisi pada tahun 2018.

Di Asia Selatan, juga berbagai negara telah mengalami kemunduran demokrasi selama dekade
terakhir ini, meskipun masih terdapat pengecualian seperti Bhutan. Pemerintahan Perdana Menteri
India Narendra Modi telah menyerang kebebasan pers, mencabut otonomi Jammu dan Kashmir dan
meningkatkan represi di wilayah tersebut, serta menggunakan berbagai langkah hukum dan keuangan
yang dipertanyakan untuk menghambat lawan politik.!! Di Jammu dan Kashmir, pemerintah telah
melakukan penahanan preventif terhadap sejumlah politisi dan pemimpin Kashmir lainnya tanpa
mengajukan tuntutan apa pun terhadap mereka, dalam tindakan yang tampaknya melanggar
perlindungan dalam konstitusi India. '2 Pemerintahan Modi semakin merongrong lembaga
independen seperti Bank Sentral India (Reserve Bank of India), kantor ombudsman antikorupsi, dan
Mahkamah Agung. Di Sri Lanka, keluarga Rajapaksa sekarang mengontrol parlemen, kepresidenan,
dan militer serta menerapkan mayoritarianisme populis yang semakin tidak liberal—menghancurkan
hak-hak minoritas Muslim dan Tamil. 13 Setelah pemilu presiden pada tahun 2019 dan pemilu
parlemen pada tahun 2020 yang mengembalikan keluarga Rajapaksa ke tampuk kekuasaan setelah
lima tahun—mereka juga telah memerintah Sri Lanka antara tahun 2005 hingga 2015, keluarga
Rajapaksa bergerak cepat untuk mengikis pengawasan terhadap kekuasaan mereka dan mengurangi
perlindungan bagi minoritas.!# Tidak lama setelah memenangkan mayoritas dua pertiga parlemen
dalam pemilu, pemerintah Rajapaksa mengeluarkan rancangan undang-undang untuk mencabut



amandemen konstitusi kesembilan belas—amandemen tersebut telah membatasi kekuasaan
kepresidenan—sehingga memberi presiden kekuasaan baru yang ekstensif.!5

Di Bangladesh, Perdana Menteri Sheikh Hasina dan partai Liga Awami-nya telah mengubah
demokrasi yang dulunya relatif kuat menjadi negara satu partai de facto, ketika para pemimpin
oposisi dipenjara dan dilecehkan serta media diancam dan diintimidasi agar mengikuti keinginan
pemerintah. 16 Di Nepal, pemerintah semakin berupaya membatasi kebebasan berbicara secara
online dan mengambil langkah lain untuk membatasi kebebasan sipil.!”

FAKTOR DOMESTIK YANG MENDORONG KEMUNDURAN

Berbagai kekuatan mendorong kemunduran demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara. Di Kamboja,
Myanmar, dan Nepal yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme dan konflik sipil, lembaga dan
norma demokrasi tetap rapuh bahkan pada awal tahun 2010-an. Lembaga-lembaga yang tidak pernah
terbangun sepenuhnya ini mudah sekali diruntuhkan.!8 Di beberapa negara lain di kawasan ini,
angkatan bersenjata tidak pernah sepenuhnya mundur ke barak bahkan pada tahun 1990-an dan 2000-
an. Sebaliknya, militer ini terus campur tangan dalam dunia politik. Meskipun Thailand merupakan
contoh intervensi militer yang paling mengerikan—kudeta tahun 2014 merupakan kudeta atau upaya
kudeta kedua puluh dua di kerajaan itu dalam satu abad, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, dan
Filipina juga terus mengalami intervensi militer dalam dunia politik.!®

Sepanjang tahun 2010-an di India, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand, kalangan pekerja
dan kelas menengah ke bawah juga semakin tidak puas dengan partai politik dan politisi tradisional
yang sering kali berasal dari latar belakang elite dan yang tidak meningkatkan pelayanan sosial secara
signifikan atau mendorong kesetaraan ekonomi yang lebih luas.20 Para pemilih ini semakin tertarik
pada para pemimpin populis yang karismatik tetapi tidak liberal, seperti mantan Perdana Menteri
Thailand Thaksin Shinawatra, Modi, Duterte, dan keluarga Rajapaksa. Orang-orang ini—dan mereka
semua berjenis kelamin laki-laki—menjanjikan jenis pemerintahan yang keras, mengklaim bahwa
tangan besi diperlukan untuk menghancurkan monopoli kekuasaan politik kelompok elite, melawan
ketidaksetaraan, meningkatkan pelayanan, memerangi kejahatan, dan memastikan kemenangan
aspirasi kelompok mayoritas dalam dunia politik dan masyarakat.2! (Tidak semua pemimpin yang
tidak liberal di kawasan itu bersifat populis, tetapi banyak dari mereka saat ini merupakan pemimpin
populis.) Akan tetapi, banyak dari pemimpin populis yang tidak liberal ini—yang menggambarkan diri
mereka sebagai pihak luar dalam kancah politik—merupakan bagian dari kelompok elite itu sendiri
dan kebijakan mereka dapat menimbulkan kerugian signifikan pada masyarakat kelas bawah: Thaksin
merupakan miliuner dan konglomerat di bidang telekomunikasi, dan Duterte berasal dari keluarga
politik elite. Sementara itu, Duterte mendapatkan sebagian besar dukungan terkuatnya dari pemilih
kelas menengah dan menengah ke bawah, meskipun apa yang disebutnya sebagai “perang” narkoba
telah menimbulkan korban yang sangat besar pada masyarakat miskin dan kelas menengah ke
bawah.22

Banyak populis yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara juga telah memanfaatkan
sektarianisme yang meningkat, polarisasi, dan ledakan media sosial di kawasan itu untuk mendukung
basis politik mereka dan menjelek-jelekkan etnis, agama, dan kelompok minoritas lainnya—
menyalahkan mereka atas masalah sosial yang telah mengakar di sana.?3 Pertumbuhan eksponensial
pengguna media sosial di Asia Selatan dan Tenggara, di mana pembatasan hukum terhadap
misinformasi dan disinformasi online lemah, telah memungkinkan pemimpin seperti Duterte, Modi,



dan keluarga Rajapaksa menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan teori konspirasi;
meluncurkan serangan ganas terhadap saingan politik, hakim, jurnalis, dan kelompok minoritas; serta
menggembleng pendukung, terutama dengan retorika kebencian tentang kelompok minoritas—umat
Kristen di Indonesia, pengguna narkoba kelas bawah di Filipina, dan umat Muslim di India, Myanmar,
Sri Lanka, dan Thailand.2* Beberapa pemimpin Asia Selatan dan Tenggara tidak menggunakan media
sosial untuk melancarkan serangan itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden A.S. Donald J.
Trump. Sebaliknya, pemimpin seperti Modi memungkinkan penyebaran aktivitas online yang tidak
terkendali yang dilakukan oleh para aktor yang mendukung partai yang berkuasa, dan para aktor ini
melancarkan serangan, menggembleng pendukung, dan menyebarkan retorika kebencian.2>

Dalam dua dekade terakhir, sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara juga telah mengalami
polarisasi politik yang lebih besar di seputar masalah regional, etnis, dan agama.2¢ Sekarang, di banyak
negara Asia Selatan dan Tenggara, pendukung kuat semakin menghindari kompromi yang diperlukan
agar demokrasi berfungsi dan memperlakukan setiap pemilu sebagai peristiwa hidup atau mati.2’
Meningkatnya polarisasi mengurangi potensi terjadinya kompromi yang penting dalam membuat
demokrasi berjalan.

FAKTOR INTERNASIONAL YANG MENDORONG KEMUNDURAN

Sementara itu, kekuatan demokrasi global yang, antara tahun 1990-an dan pertengahan tahun 2010-
an, telah mengkritik pemimpin Asia Selatan dan Tenggara karena merongrong demokrasi sebagian
besar tetap diam dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pertengahan tahun 2010-an, negara-negara
demokrasi terkemuka seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang menjadi kurang berfokus pada
upaya untuk mempromosikan demokrasi, baik di Asia maupun secara global, ketika publik mereka
menjadi kurang internasionalis, ketika negara-negara kaya ini telah memilih pemimpin yang tidak
tertarik untuk mempromosikan demokrasi, dan ketika negara-negara demokrasi terkemuka ini sendiri
menjadi kurang demokratis.28

Pendekatan pemerintahan Trump terhadap kawasan Indo-Pasifik, konsep Indo-Pasifik yang Bebas
dan Terbuka, secara teoretis mendukung promosi kebebasan di seluruh Asia Selatan dan Tenggara.2?
Dengan beberapa pengecualian seperti mendorong dengan keras demokrasi di Kamboja, Gedung
Putih sebagian besar telah melepaskan tanggung jawab pada upaya untuk mempromosikan demokrasi
internasional. Pemerintahan Trump berulang kali mencoba memangkas anggaran untuk upaya
promosi demokrasi meskipun Kongres biasanya memulihkan dana tersebut.30 Presiden itu sendiri
telah membangun hubungan dekat dengan serangkaian pemimpin otoriter termasuk Recep Tayyip
Erdogan dari Turki, Vladimir Putin dari Rusia, dan Abdel Fatah al-Sisi dari Mesir, serta menurunkan
aliansi dengan negara-negara demokrasi seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan
memiliki hubungan yang buruk dengan banyak pemimpin negara demokrasi seperti Angela Merkel
dari Jerman dan Justin Trudeau dari Kanada.3! Di Asia Tenggara, Presiden Trump secara terbuka
memuji “perang” berdarah dan di luar proses hukum pemerintahan Duterte terhadap narkoba.3?

Negara demokrasi terkemuka lainnya juga menjadi kurang berfokus pada upaya untuk
mempromosikan demokrasi, dan pandemi COVID-19 semakin menggeser prioritas mereka ke
domestik. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, misalnya, Jepang merupakan pendukung kuat
politik yang lebih bebas di berbagai negara di kawasan itu seperti Kamboja. Namun, dalam beberapa
tahun terakhir, Jepang yang berfokus pada memerangi pengaruh strategis regional Tiongkok kurang



memperhatikan kemunduran demokrasi di negara-negara yang secara strategis vital bagi Tokyo
seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Dan secara keseluruhan, seperti yang dicatat Larry Diamond
dari Stanford University dalam sebuah studi baru di jurnal Democratization, sebagian besar negara
demokrasi terbesar yang termasuk dalam Kelompok 20 (G20) telah mengalami kemunduran
demokrasi mereka sendiri dalam lima belas tahun terakhir. Dengan kemunduran demokrasi mereka
sendiri, mereka sering kali menjadi contoh yang tidak memadai bagi negara-negara berkembang dan
jauh kurang berfokus untuk mendukung demokrasi di luar negeri.33

Ketika negara demokrasi terkemuka telah lebih memprioritaskan masalah domestik dan menjadi
kurang demokratis, kekuatan otoriter Tiongkok dan Rusia menjadi lebih aktif di panggung global.
Tiongkok telah mendukung pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara, sering kali
turun tangan untuk memberikan bantuan ketika negara demokrasi mengkritik atau mengucilkan
pemimpin yang tidak liberal. Saat militer Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun
2014, pemerintahan Barack Obama secara retoris mengkritik Bangkok dan menjatuhkan sanksi
kepada pemerintah hasil kudeta. Tiongkok segera mendekati pemerintah hasil kudeta, menunjukkan
bahwa pihaknya akan memberikan dukungan retorika, militer, serta ekonomi—dan menopang junta
militer. 34 Demikian pula ketika negara-negara demokrasi terkemuka menarik pendanaan dan
pemantau dari pemilihan umum di Kamboja pada pertengahan tahun 2018 karena pemilihan umum
itu terlihat tidak berjalan secara bebas dan adil, Tiongkok turun tangan. Tiongkok mengumumkan
serangkaian pinjaman lunak dan proyek infrastruktur baru, yang waktunya disesuaikan dengan masa
kampanye Hun Sen, dan juga menyediakan pendanaan pemilu.3> Hun Sen memenangkan pemilu
palsu itu dan terus menindak tegas politisi oposisi dan masyarakat sipil sejak saat itu.



Mempercepat Kemunduran Demokrasi: Faktor Terkait COVID

Meskipun Asia Selatan dan Tenggara sudah mengalami kemunduran demokrasi, pandemi telah
mempercepat penurunan tersebut. Kemunduran era COVID bahkan lebih menonjol karena wabah itu
terjadi di negara demokrasi mapan seperti India dan Indonesia dan karena Asia Selatan dan Asia
Tenggara telah menjadi dua wilayah paling bebas di kalangan negara-negara berkembang pada tahun
1990-an dan 2000-an. Pemimpin regional memanfaatkan pandemi untuk menekan kebebasan dengan
beberapa cara.

PEMIMPIN MENGGUNAKAN COVID-19 UNTUK MEMPERLUAS
OTORITAS MEREKA MELALUI LEGISLASI

Pemimpin politik di seluruh kawasan itu telah menggunakan ancaman virus sebagai kesempatan untuk
memberlakukan undang-undang baru, dan terkadang menerbitkan perintah eksekutif, yang
memperluas kewenangan mereka tanpa batas waktu yang jelas, mengurangi pemeriksaan birokrasi
terhadap pemerintah, dan bahkan memberlakukan versi darurat militer. Pemerintah Thailand telah
mengambil kekuasaan darurat yang memungkinkan pihak berwenang menangkap masyarakat hanya
karena membuat pernyataan tentang COVID-19 yang bisa “memicu rasa takut” atau “menyesatkan
publik.”36 Semua kategori ini begitu luas sehingga bisa mencakup hampir semua kritik terhadap
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha atau pejabat tinggi pemerintah lainnya. Di Filipina, Duterte tidak
hanya memberlakukan karantina wilayah (lockdown) yang keras dan tidak terencana dengan baik,
tetapi juga mengambil kekuasaan darurat yang ekspansif, yang diberikan kepadanya oleh badan
legislatif yang mematuhi perintahnya. 37 Kekuasaan darurat itu mencakup kemampuan untuk
melakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah terhadap siapa pun yang diklaim
“mencurigakan” oleh dewan yang ditunjuk pemerintah. Badan legislatif Filipina telah memperpanjang
kekuasaan darurat Duterte, dan batasan waktunya pun sama sekali masih belum jelas.

Sampai saat ini, penolakan regional dari politisi oposisi dan masyarakat sipil terhadap perundang-
undangan dan tindakan eksekutif terkait pandemi yang dapat semakin merusak demokrasi masih
terbatas. Penolakan ini telah sebagian dibatasi oleh pembatasan pertemuan yang telah menghilangkan
ruang untuk unjuk rasa publik, dan badan legislatif yang nyaris tidak berfungsi. Karantina wilayah
secara keras yang dilakukan oleh Duterte di Filipina, misalnya, telah mencegah tanggapan publik yang
signifikan atas perebutan kekuasaan yang dilakukannya. Begitu pula dengan tanggapan kejam India
terhadap pandemi telah membatasi oposisi terhadap tindakan Modi. 38 Karantina wilayah yang
diberlakukan dengan cepat oleh Modipada bulan Maret, ketika masyarakat dilarang meninggalkan
rumah mereka selama tiga minggu, menyebabkan kepanikan di antara banyak warga India. Jutaan
orang bergegas melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka di berbagai penjuru negara
itu sebelum pembatasan itu diberlakukan; setelah karantina wilayah diberlakukan, polisi menangkap
dan menganiaya orang-orang yang tidak berada di rumah mereka.39 Karena sedang berada dalam
perjalanan, takut kehilangan kebutuhan dasar dan tanpa akses ke program jaring pengaman dasar
seperti jatah makanan, dan menghadapi pemerintah yang semakin tidak toleran, hanya sedikit dari



warga India yang terkena dampak ini yang memiliki waktu atau kemampuan untuk melawan kebijakan
Modi. Meskipun para pekerja migran yang marah telah mengadakan demonstrasi sporadis menentang
kerasnya kebijakan karantina wilayah, protes tersebut belum berkembang menjadi gerakan yang lebih
besar.40

Lebih dari itu, masyarakat yang takut akan virus Corona, terkadang menginginkan tindakan
pembatasan yang kuat, pada awalnya cenderung mendukung pemimpin mereka. Masyarakat bersedia,
karena alasan kesehatan masyarakat, untuk menoleransi pengawasan dan pembatasan terhadap
kebebasan berkumpul yang lebih besar.#! Bahkan negara demokrasi maju seperti Korea Selatan telah
menggunakan pelacakan ponsel untuk pelacakan kontak, dan negara-negara kaya seperti Selandia
Baru telah menerapkan penutupan akses menyeluruh yang ketat, meskipun dengan batas waktu dan
tanpa mencabut kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya. 42 Ketakutan akan virus juga dapat
menumbuhkan keinginan publik akan pemerintahan yang kuat, bahkan autokrasi, terutama di tempat-
tempat yang penduduknya percaya bahwa demokrasi yang baru lahir tidak membantu meningkatkan
standar hidup atau memerangi korupsi dan tidak efektif dalam menanggapi COVID-19. Di Indonesia,
misalnya, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menemukan penurunan dukungan
publik terhadap demokrasi tahun ini, penurunan yang sebagian disebabkan oleh sentimen publik
bahwa pemimpin yang dipilih secara demokratis di Indonesia telah menangani tanggapan pandemi
dengan buruk.43

PEMIMPIN MEMINGGIRKAN OPOSISI DAN MENINGKATKAN
KONTROL TERHADAP BADAN LEGISLATIF

Pemimpin di rezim hibrida dan negara demokrasi paling kuat di Asia Selatan dan Tenggara juga
termasuk di antara pemimpin yang paling agresif di dunia dalam menggunakan COVID-19 untuk
meminggirkan partai politik oposisi dan masyarakat sipil serta memusatkan kendali politik di dalam
badan legislatif dan struktur pemerintahan lainnya.

Di Malaysia, setelah pertikaian dalam koalisi yang berkuasa yang pada tahun 2018 berhasil
mengalahkan partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organization -
UMNO) yang telah lama mendominasi kekuasaan, Yang Dipertuan Agung Malaysia pada Maret lalu
mencalonkan perdana menteri baru, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin membentuk pemerintahan
terutama dengan dukungan dari UMNO.#4 Pemerintahan Muhyiddin yang memegang mayoritas tipis
di badan legislatif telah berulang kali mencegah pelaksanaan sidang parlemen dengan alasan pandemi.
Pertemuan parlemen yang tidak teratur itu telah membatasi platform publik yang paling terlihat dari
para pemimpin oposisi. Membatasi parlemen juga mencegah dilaksanakannya pemungutan suara
untuk mosi tidak percaya dan pembelotan dari koalisi Muhyiddin.#> Pemerintah juga telah mencabut
tuntutan pidana terhadap sejumlah tokoh UMNO yang diduga terkait dengan skandal keuangan masif
1Malaysia Development Berhad (1IMDB) dan menempatkan banyak sekutu UMNO di posisi
kepemimpinan berbagai badan usaha milik negara. (Mantan perdana menteri dan pendukung UMNO
Najib Razak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hingga dua belas tahun penjara karena
perannya dalam skandal 1MDB. 4¢) Ketika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mencoba untuk
menentang pemerintah Muhyiddin, mengatakan bahwa dia dan bukan perdana menteri sekarang yang
mendapatkan dukungan mayoritas di majelis rendah parlemen, Yang Dipertuan Agung Malaysia
mungkin menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan Muhyiddin dengan menolak
untuk mendukung upaya Anwar.4’



Di Asia Selatan, pemerintah juga telah menindak tegas pihak oposisi dan memperkuat kendali
mereka terhadap badan legislatif. Pemerintah Bangladesh telah menahan lawan politik dan pemimpin
masyarakat sipil yang telah mengkritik tanggapan pandemi Dhaka, sering kali menggunakan Undang-
Undang Keamanan Digital yang keras, yang memberi pihak berwenang kekuasaan luas untuk
menangkap orang yang membuat pernyataan secara online.*8 Berdasarkan undang-undang itu, siapa
pun di Bangladesh dapat ditangkap karena unggahan yang terkait dengan “pandemi virus Corona yang
berdampak negatif pada citra negara” atau unggahan yang “menyebabkan situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat memburuk,” kategori yang dapat mencakup berbagai macam komentar dan
liputan berita.#® Di Pakistan, pemerintah telah menindak tegas perbedaan pendapat dan memberikan
kendali ekstensif kepada militer atas tanggapan pandemi.>® Pemerintah Sri Lanka telah menggunakan
intelijen militer untuk mengumpulkan data dari banyak warga Sri Lanka—yang tampaknya juga
merupakan sarana intimidasi—dan meningkatkan pembatasan terhadap oposisi politik. 51 Dan
pemerintah Modi dalam beberapa bulan terakhir menangkap banyak aktivis oposisi, beberapa di
antaranya pada awal tahun 2020 memimpin protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru
yang mereka anggap mendiskriminasi Muslim.>2 Aktivis oposisi, banyak di antaranya telah ditangkap
karena melanggar undang-undang penghasutan dan anti-terorisme, mengklaim bahwa mereka
memiliki sedikit akses ke penasihat hukum atau kemampuan untuk menggugat pembatasan yang
diberlakukan karena alasan pandemi COVID-19 begitu pihak berwenang menahan mereka.>3

Bahkan di Indonesia, negara demokrasi paling terkonsolidasi di Asia Tenggara, pemerintahan
Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, telah mengarah ke autokrasi selama berjangkitnya pandemi,
sebagian dengan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Ketika Jokowi berjuang keras untuk
mengatasi krisis dan berselisih dengan gubernur provinsi, pemerintah pusat telah memberlakukan
pembatasan baru yang ekstensif pada kebebasan berbicara. 54 Polri, misalnya, telah menerapkan
prosedur baru yang memungkinkan mereka mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang
mengkritik tanggapan COVID-19 yang dilakukan oleh presiden atau pejabat pemerintah lainnya. Polri
telah menangkap banyak kritikus, termasuk beberapa aktivis terkemuka.>>

PEMIMPIN MENGGUNAKAN DISINFORMASI DI ERA COVID-19
UNTUK MENYEMBUNYIKAN KEGAGALAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN MEMUSATKAN KEKUASAAN

Banyak pemimpin regional juga telah menyebarkan disinformasi tentang COVID-19 untuk
mengaburkan kegagalan mereka dalam membendung pandemi dan memperkuat kekuasaan mereka.
Di India, misalnya, pemerintahan Perdana Menteri Modi, yang telah memicu perpecahan budaya dan
agama sejak pertama kali dilantik pada tahun 2014 telah memanfaatkan pandemi tersebut untuk lebih
memicu perselisihan, sebagian dengan menyebarkan kebohongan tentang kelompok minoritas. 56
Pejabat tinggi Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party - BJP) yang berkuasa telah berulang kali
mengambinghitamkan Muslim, Dalit, dan minoritas lainnya sebagai penyebar COVID-19 meskipun
tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung klaim ini.>” (Yang pasti, gerakan dakwah Jemaat Tabligh
mengadakan pertemuan besar di Delhi pada awal pandemi, dan pertemuan itu menjadi acara penyebar
super awal, tetapi pejabat BJP dan media kemudian mulai mengambinghitamkan semua Muslim
sebagai penyebar virus.>8)

Stigmatisasi melalui disinformasi ini, dan iklim yang sudah beracun bagi minoritas di bawah
pemerintahan Modi, telah menyebabkan lonjakan kekerasan terhadap Muslim sejak pandemi
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melanda.> Stigmatisasi ini juga telah memberi pemerintahan Modi kesempatan untuk menindak
tegas aktivis masyarakat sipil Muslim sehingga mengakibatkan dilaporkannya ribuan penangkapan
dengan kedok mengendalikan wabah.60

Negara-negara autokrasi terkemuka di luar Asia Selatan dan Tenggara telah mendukung
disinformasi ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing telah meningkatkan penggunaan informasi
dan disinformasinya untuk menyerang kebijakan COVID-19 yang dilakukan oleh negara-negara
demokrasi dan mempromosikan pendekatannya sendiri terhadap virus itu.®! Klaim bahwa negara
otoriter telah bekerja dengan lebih baik dalam menangani COVID-19 tidak benar adanya: Tidak ada
studi sistemis yang menunjukkan bahwa autokrasi memiliki kaitan dengan pengendalian pandemi.
Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, tiga negara yang sangat represif di Asia Timur, telah
mengembangkan kebijakan pandemi yang sangat efektif. Vietnam, sebuah negara berpenghasilan
menengah ke bawah dengan populasi hampir sembilan puluh lima juta jiwa dan kota-kota yang padat
penduduknya, telah mengalami sekitar 1.100 kasus dan 35 kematian yang dilaporkan. 2 Sebagai
perbandingan, Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 kali populasi Vietnam, memiliki
sekitar 7,7 juta kasus dan sekitar 214.000 kematian.®3 Namun, banyak negara autokrasi, termasuk Iran
dan Rusia, gagal membendung COVID-19.64 Sementara itu, negara-negara demokrasi seperti Jerman,
Selandia Baru, dan Korea Selatan berhasil memerangi virus tersebut.65
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Konteks Global

Kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Asia Selatan dan Tenggara meskipun kawasan tersebut
telah jatuh dari tingkat demokrasi yang lebih tinggi daripada beberapa kawasan berkembang lainnya.
COVID-19 telah menjadi keuntungan bagi banyak, meskipun tidak semua, politisi yang tidak liberal di
seluruh dunia. Studi Freedom House baru-baru ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi dan hak
asasi manusia telah memburuk di delapan puluh negara sejak pandemi dimulai.®® Yang pasti, tidak
semua pemimpin yang tidak liberal memanfaatkan COVID-19 untuk mengumpulkan lebih banyak
kekuasaan.®” Meski demikian, banyak yang sudah melakukannya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro
memenjarakan jurnalis, aktivis, dan petugas kesehatan karena mempertanyakan pendekatan Maduro
terhadap virus Corona—dan mempertanyakan kebijakan pemerintah secara umum.®8 Pemerintah El
Salvador yang menggunakan COVID-19 sebagai alasan telah mengabaikan putusan Mahkamah
Agung yang menyatakan ilegal bagi pemerintah untuk menyita properti orang-orang yang dituduh
tidak mematuhi karantina; Pemerintah El Salvador juga telah menggunakan kepolisian untuk
melakukan penahanan yang meluas.®9

Di Eropa Timur dan negara-negara bekas Soviet lainnya, ceritanya pun serupa. Perdana Menteri
Hungaria Viktor Orban telah diberi kekuasaan darurat yang ekstensif oleh parlemen yang mematuhi
perintahnya. Meskipun hukum yang memberinya kekuasaan ini ditarik pada bulan Juni, dia terus
menggunakan kekuasaan yang pada dasarnya sama, hampir tak terbatas.”® Sebagian karena tindakan
tegas terkait COVID-19 di negara bekas Soviet dan negara tetangga mereka, laporan tahunan terbaru
Freedom House tentang demokrasi di bekas Uni Soviet menemukan lebih sedikit negara demokrasi di
seluruh kawasan itu semenjak tahun 1995.7!

Di Timur Tengah dan sub-Sahara Afrika juga, pemerintah telah menggunakan pandemi untuk
membatasi kebebasan. Pemerintah Aljazair telah menangkap dan menggunakan kekerasan brutal
terhadap banyak aktivis anti-pemerintah dengan kedok menghentikan penyebaran pandemi.”? Turki,
sementara itu, telah menahan ratusan orang karena diduga menulis unggahan “provokatif” tentang
pandemi secara online.”> Di Mesir, negara paling represif di Afrika Utara, pemerintahan Presiden
Abdel Fattah al-Sisi telah menggunakan pandemi sebagai kesempatan untuk mengamendemen
undang-undang darurat dan memberi presiden serta angkatan bersenjata kendali yang lebih ketat atas
masyarakat Mesir.”# Di sub-Sahara Afrika, pemerintah Zimbabwe telah menggunakan ancaman
COVID-19 untuk meningkatkan penahanan terhadap politisi dan aktivis oposisi.”>

IMPLIKASI JANGKA PANJANG

Tindakan yang diambil, dalam teori, untuk memerangi COVID-19 dapat bertahan lama bahkan
setelah pandemi berakhir. Sejarah menunjukkan bahwa undang-undang yang diberlakukan dan
tindakan eksekutif yang diambil sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat nasional jarang
dicabut, bahkan ketika keadaan darurat tersebut surut. Terkadang, undang-undang dan tindakan
eksekutif era krisis dipertahankan. Di lain waktu, undang-undang dan tindakan eksekutif ini
digunakan kembali agar sesuai dengan tujuan kebijakan lain sembari tetap membantu pemerintah
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mempertahankan kekuasaan yang cukup besar. Di Amerika Serikat, negara demokrasi yang lebih
terkonsolidasi daripada negara-negara di Asia Selatan atau Tenggara, Undang-Undang Patriot yang
disahkan setelah 9/11 pada dasarnya masih berlaku hampir dua dekade kemudian meskipun ada
kritik bahwa undang-undang tersebut telah melampaui kegunaannya, memungkinkan penegakan
hukum memiliki kewenangan pengawasan yang terlalu luas, dan telah digunakan dengan cara yang
tidak dibayangkan oleh perancangnya pada tahun 2001.7

Di Asia Selatan dan Tenggara, undang-undang dan tindakan eksekutif yang diterapkan di era
COVID-19 dapat memiliki nasib yang sama dengan Undang-Undang Patriot. Beberapa pembuat
kebijakan dan pemimpin masyarakat sipil Filipina dari pihak oposisi, misalnya, percaya bahwa
Duterte, yang telah memperpanjang kekuasaan daruratnya hingga tahun 2021, dapat
mempertahankan kekuasaan daruratnya hingga tahun 2022, ketika masa jabatannya berakhir. Dia
dapat menggunakan kekuasaan ini untuk membantu penerus favoritnya memenangkan pemilihan
presiden berikutnya dan kemudian melanjutkan kebijakan orang kuat gaya Duterte.”” (Seorang
presiden Filipina dibatasi untuk satu masa jabatan selama enam tahun.) Di Kamboja, India, Thailand,
dan negara-negara lain di kawasan ini, pemerintah telah memperpanjang kekuasaan darurat yang
diberlakukan pada awal pandemi. Pemimpin di negara-negara ini akan menghadapi godaan besar-
besaran untuk mempertahankan kekuasaan ini bahkan setelah pandemi terkendali.

KEKUASAAN POLITIK, KEGAGALAN KESEHATAN MASYARAKAT

Banyak dari pemimpin yang tidak liberal ini menjadi lebih kuat bahkan ketika mereka gagal dalam
menangani kesehatan masyarakat. Banyak pemimpin, baik di kawasan ini maupun secara global,
yang salah menangani pandemi merupakan pemimpin populis yang tidak liberal, yang tidak
menyukai saran dari para pakar kesehatan dan menerapkan gaya pemerintahan yang kacau dan
improvisasi. Peremehan terhadap saran dari para pakar kesehatan dan koordinasi kebijakan yang
buruk, bahkan dalam situasi umum, telah menghambat pemimpin tersebut dalam menangani
COVID-19. (Sebaliknya, beberapa negara otoriter yang tidak dipimpin oleh pemimpin populis,
seperti Vietnam, telah mampu melaksanakan kebijakan COVID-19 yang koheren, terkoordinasi,
dan efektif.”8)

Tidak semua pemimpin populis meremehkan atau salah menangani COVID-19: sebuah studi
baru-baru ini oleh Tony Blair Institute for Global Change menemukan bahwa mayoritas pemimpin
populis telah menanggapi pandemi dengan serius.”® Akan tetapi, studi tersebut juga menemukan
bahwa pemimpin populis dari beberapa negara demokrasi terbesar belum menanggapi pandemi
dengan cukup serius, dan bahkan pemimpin populis yang menangani pandemi secara serius telah
merusak demokrasi saat mereka menjalankan kebijakan kesehatan masyarakat yang relatif efektif.80
Di Brasil, misalnya, Presiden Jair Bolsonaro yang sangat membenci saran dari para pakar kesehatan
sudah lama membantah bahwa virus Corona adalah ancaman nyata, salah menangani hubungan
federal-negara bagian dalam memerangi COVID-19, dan mempromosikan teori konspirasi, bahkan
ketika dia sendiri terpapar COVID-19.81 Di bawah kepemimpinan kacau Bolsonaro, Brasil telah
mengalami salah satu wabah terburuk di dunia.®2 Di Amerika Serikat, kesalahan manajemen
pemerintahan Trump terhadap COVID-19 juga sebagian berasal dari pengabaian presiden terhadap
saran dari para pakar kesehatan, merongrong birokrasi federal, dan gaya pemerintahan
improvisasi. 83 Akibatnya, Amerika Serikat sejauh ini mengalami kematian terbanyak akibat
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COVID-19 dibandingkan negara mana pun di dunia, dan virus itu telah menyebar hingga ke Gedung
Putih.84

Di Asia Selatan dan Tenggara, banyak pemimpin populis yang tidak liberal telah berjuang keras
untuk membendung virus, namun tata kelola yang buruk ini tidak menghentikan mereka untuk
memperluas lebih banyak kekuasaan. Kebijakan karantina wilayah milik Modi yang memberi
penduduk dan pemimpin provinsi sedikit waktu untuk mempersiapkan diri dan diberlakukan ketika
pemerintah nasional mengupayakan sedikit usaha untuk menciptakan jaring pengaman telah
menjadi bencana.85 Karantina wilayah yang direncanakan dengan buruk tidak meratakan kurva
beban kasus COVID-19 India.8 Namun, malah menimbulkan kekacauan sosial dan merusak
perekonomian, yang menyusut sekitar 24 persen pada kuartal kedua tahun ini, bahkan ketika
pemerintahan Modi memperluas kekuasaan.8” (Akan tetapi, beberapa negara bagian India seperti
Kerala telah menangani penutupan akses menyeluruh secara efektif, mengirimkan makanan ke
rumah-rumah masyarakat dan besar kemungkinan mengurangi kemarahan publik dalam proses
tersebut.) Di Filipina, pendekatan Duterte terhadap COVID-19 kurang menyampaikan informasi
yang tepat kepada masyarakat dan telah merusak perekonomian secara parah, sementara itu virus
masih belum terkendali. Duterte terlalu lama meremehkan ancaman virus, mengatakan kepada
publik dalam pidato nasional pada bulan Maret bahwa merupakan tindakan bodoh untuk takut pada
COVID-19 dan terlihat di depan umum menentang pedoman tentang pembatasan jarak sosial,
sampai dia tiba-tiba berbalik arah dan menerapkan karantina wilayah secara ekstensif. Bahkan
sekarang, dia gagal memberikan arahan yang konsisten atau mendukung ahli kesehatan masyarakat
yang dapat menyampaikan pesan publik yang konsisten, sembari memperluas kekuasaan melalui
tindakan darurat dan upaya lainnya.88

Meskipun pandemi telah memungkinkan pemimpin Asia Selatan dan Tenggara menjadi lebih
autokrasi dalam jangka pendek, kegagalan dalam jangka lebih panjang mereka untuk menangani
COVID-19 secara memadai dapat memberi lawan politik mereka peluang untuk menantang mereka
dan melepaskan konsentrasi kekuasaan mereka. Memang, kegagalan pemerintah mereka dapat
membuat mereka lebih rentan terhadap tantangan dari oposisi politik, melemahkan kemampuan
mereka untuk memusatkan kekuasaan, dan pada akhirnya membuat pemulihan lembaga dan norma
demokrasi menjadi lebih mudah. Di seluruh dunia, pemimpin seperti Perdana Menteri Selandia
Baru Jacinda Ardern dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang telah mengawasi tanggapan efektif
terhadap COVID-19 telah melihat popularitas mereka meroket, dengan Ardern baru-baru ini
meraih kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah modern Selandia Baru.89 Sebaliknya, di negara-
negara dengan efek pandemi yang parah pada kesehatan masyarakat dan perekonomian, citra publik

dan popularitas pemimpin sering kali menurun.
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Langkah ke Depan

Bahkan di negara maju, pakar kesehatan masyarakat memperkirakan bahwa pandemi tidak akan
dibendung secara efektif dan kehidupan tidak akan kembali normal hingga akhir tahun 2021.90 Di
Asia Selatan dan Tenggara, tempat vaksinasi massal bisa menjadi tantangan logistik, kembali ke
keadaan normal bisa memakan waktu lebih lama. Pada tahun-tahun berikutnya, pemimpin yang
tidak liberal dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat kekuasaan mereka
dan melumpuhkan semua oposisi, menggerakkan negara mereka lebih dekat ke pemerintahan
otoriter murni—hasil yang telah dicapai di beberapa rezim hibrida regional sebelumnya seperti
Kamboja.

Oleh karena itu, penting bahwa pembela norma dan lembaga demokrasi bertindak cepat guna
mencegah para pemimpin menggunakan pandemi untuk memperkuat kekuasaan mereka dan
merusak demokrasi serta untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melindungi kesehatan dan
kebebasan publik pada saat yang bersamaan. Untuk kekuatan demokrasi terkemuka termasuk
Amerika Serikat, mengambil langkah-langkah ini juga demi kepentingan mereka sendiri. Memang,
pemimpin yang tidak liberal seperti Duterte, keluarga Rajapaksa, dan bahkan Jokowi, dengan gaya
pemerintahan yang improvisasi dan lincah, sering kali terbukti menjadi mitra yang tidak stabil.
Dalam empat tahun masa jabatannya, misalnya, presiden Filipina telah berubah arah di antara
mengutuk Amerika Serikat sambil merayu Tiongkok sekaligus menghangatkan hubungan dengan
Washington sembari mencela beberapa tindakan Beijing.92

Untuk melestarikan norma dan lembaga demokrasi, bahkan dalam pandemi, pembuat kebijakan
dan pemimpin masyarakat sipil di Asia Selatan dan Tenggara harus mengambil langkah-langkah
berikut:

Bekerja untuk memastikan bahwa pembatasan terkait COVID-19 pada kebebasan berkumpul dan
berbicara dibatasi secara hukum. Meskipun masuk akal bagi para pemimpin untuk mengambil
beberapa kekuasaan darurat untuk menegakkan karantina dan penutupan akses menyeluruh,
legislator dan pengadilan di Asia Selatan dan Tenggara harus memastikan bahwa kekuasaan
darurat diberikan dengan batasan waktu yang jelas dan pengawasan non-partisan, yang akan
membantu memberikan informasi kepada pembuat kebijakan ketika tiba saatnya untuk
memperpanjang kekuasaan darurat.93 Pembuat kebijakan dan aktivis juga harus menggunakan
kampanye publik untuk mendesak agar aplikasi atau tindakan online lainnya yang digunakan
untuk pelacakan kontak diakhiri setelah virus berhasil dibendung dan tidak mengizinkan
pemerintah untuk memantau populasi karena alasan lain.9 Menerapkan batasan waktu dan
memeriksa secara agresif potensi perpanjangan kekuasaan darurat merupakan posisi populer
dan mendukung demokrasi.

Menyelenggarakan pemilu selama pandemi dan membuat pemilu berlangsung secara adil dan aman.
Aktivis prodemokrasi di kawasan ini harus bekerja untuk memastikan bahwa pemilu tidak
ditunda atau dibatalkan dan pemilu yang direncanakan nantinya pada tahun 2020 dan 2021 di
India dan Malaysia dapat diselenggarakan dengan aman. Jika pemerintah memang berencana
untuk menundanya, mereka harus melakukannya hanya setelah melakukan konsultasi ekstensif
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dengan partai oposisi dan masyarakat sipil, untuk mendapatkan dukungan luas atas penundaan
tersebut dan memastikan bahwa penundaan tersebut tampaknya bersifat non-partisan dan tidak
dirancang untuk menguntungkan salah satu partai atau politisi. Untuk menyelenggarakan
pemilu dengan aman selama pandemi, negara-negara ini harus mendapatkan konsultasi tentang
praktik pemberian suara terbaik dari para ahli di Singapura, Korea Selatan, dan negara lain di
kawasan ini yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu selama pandemi; menawarkan
berbagai cara untuk memilih, termasuk slot waktu yang disediakan untuk pemungutan suara
secara langsung pada Hari Pemilu, pemungutan suara awal yang diperpanjang, dan pemungutan
suara melalui surat dan jenis pemungutan suara jarak jauh lainnya di negara-negara yang
memiliki layanan pos yang baik; dan mengundang pengamat pemilu internasional untuk
memantau pemilu.

Membatasi dan melawan penggunaan disinformasi oleh pemimpin yang tidak liberal. Pendukung
norma demokrasi harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah para pemimpin
menyebarkan disinformasi dan menghancurkan pemeriksaan atas wacana faktual, seperti
organisasi pengawas dan saluran media independen yang tersisa. Ini sangat penting untuk
memerangi disinformasi dan mendorong transparansi keputusan pemerintah, terutama di saat
krisis. Upaya untuk melindungi organisasi-organisasi ini dapat melibatkan berbagai langkah, di
antaranya adalah penggalangan dana publik bagi saluran media yang kehilangan iklan karena
tekanan pemerintah pada bisnis; penegakan hukum untuk melindungi saluran media dan
organisasi pengawas; dan mengatur tekanan dari pensiunan pemimpin, pemimpin masyarakat
sipil terkemuka, dan pemimpin asing untuk menjaga agar saluran media dan organisasi
pengawas tetap terbuka.

Mendemonstrasikan dan mempromosikan cara-cara protes yang aman COVID-19. Apalagi di
negara-negara seperti Thailand, yang sebagian besar berhasil menangani pandemi, para
pemimpin sekarang memiliki lebih sedikit alasan untuk mempertahankan pembatasan
kebebasan berbicara dan berkumpul di luar ruangan. Pendukung norma dan lembaga demokrasi
harus menunjukkan bahwa mereka dapat mengadakan sesi parlemen, rapat umum, dan acara
publik lainnya tanpa menyebarkan COVID-19. Di Thailand, misalnya, para demonstran yang
telah berkumpul selama berbulan-bulan untuk mendukung reformasi demokrasi telah berulang
kali mefokuskan diri pada langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi kesehatan
masyarakat saat berunjuk rasa. Beban kasus di Thailand tetap minimal meskipun unjuk rasa
semakin intensif.95 Di negara lain, siapa pun yang menyelenggarakan pertemuan publik harus
melakukan hal yang sama, mengambil praktik terbaik dari Thailand dan tempat lain. Para
pendukung demokrasi juga harus mengadvokasikan dengan tegas untuk mengakhiri
pembatasan pada kebebasan berbicara secara online yang tidak menimbulkan ancaman nyata
bagi kesehatan masyarakat.

Mempromosikan kompromi dan mengurangi polarisasi. Polarisasi sudah terjadi sebelum
berjangkitnya COVID-19, tetapi telah membantu para pemimpin yang tidak liberal memicu
ketegangan dan memecah belah masyarakat, mempersulit norma demokrasi untuk berkembang
dan menghambat para politisi untuk membangun koalisi luas yang dapat merongrong
kecenderungan yang tidak liberal. Politisi dan pemimpin masyarakat sipil Asia Selatan dan
Tenggara, didukung oleh penyandang dana dari negara maju, harus berinvestasi dalam berbagai
upaya, seperti upaya yang dipimpin oleh kelompok lintas agama dan organisasi mediasi, untuk
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mendorong dialog di antara partai politik, kelompok etnis, dan kelompok agama. Upaya awal
untuk mempromosikan kompromi di Indonesia, yang sering kali dipimpin oleh kelompok lintas
agama, telah berhasil membangun kepercayaan di kalangan pemimpin agama, yang kemudian
mencoba untuk mengurangi polarisasi selama musim pemilu.

Menyoroti hubungan di antara politik yang tidak liberal dan tata kelola yang buruk, termasuk
kesalahan penanganan COVID-19 dan kegagalan kebijakan ekonomi. Pendukung demokrasi
tergoda untuk memerangi pemimpin yang tidak liberal dengan menyoroti pelanggaran norma
dan penyalahgunaan kekuasaan mereka. Namun, sejarah iliberalisme di Amerika Latin dan
kawasan lain menunjukkan bahwa pemimpin populis yang tidak liberal khususnya, seperti
keluarga Kirchner di Argentina, pada akhirnya menghadapi kejatuhan politik karena
ketidakmampuan mereka untuk memerintah secara aktual dan bukan karena ketidaksetujuan
publik terhadap pelanggaran norma mereka. % Saat mengambil langkah-langkah untuk
melindungi lembaga-lembaga demokrasi, penentang pemimpin yang tidak liberal di Asia
Selatan dan Tenggara harus memfokuskan kampanye mereka pada masalah ekonomi yang
mendasar, COVID-19, dan tata kelola yang buruk secara umum, dengan alasan bahwa
pembatasan kebebasan politik belum menghasilkan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih
baik atas pandemi atau membantu meredam kesulitan ekonomi.

Mengembangkan kampanye publik untuk menekankan pentingnya saran dari para pakar kesehatan
masyarakat dan bidang lainnya. Sebagai akibat wajar dari menyoroti hubungan di antara politik
yang tidak liberal dan tata kelola yang buruk, politisi daerah dan aktivis masyarakat sipil yang
berkomitmen pada demokrasi harus menekankan bahwa pemimpin tidak liberal gagal
mengendalikan pandemi karena mereka mengabaikan saran dari para pakar kesehatan, bukan
karena saran dari para pakar kesehatan itu salah arah. Jika para pakar disalahkan atas tanggapan
yang gagal terhadap pandemi COVID-19, pemimpin yang bahkan melanggar norma dan
autokrasi dapat berkuasa. Memang, kebijakan penanganan pandemi yang gagal dapat semakin
memicu gerakan anti-kemapanan, baik secara regional maupun global, disertai dengan
ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap keahlian kesehatan masyarakat dan hal-hal lainnya.
Di seluruh dunia, dalam dekade terakhir, sentimen anti-kemapanan yang meningkat terkadang
disalurkan ke dalam dukungan bagi politisi, seperti Emmanuel Macron dari Prancis atau Bernie
Sanders dari Amerika Serikat, yang tidak menyerang praktik dan lembaga demokrasi. Namun,
sering kali hal itu telah memberdayakan politisi yang meremehkan saran dari para pakar
kesehatan, mempromosikan teori konspirasi, dan memiliki sedikit minat dalam menegakkan
demokrasi.

Kekuatan dari luar kawasan juga dapat membantu melestarikan kebebasan di Asia Selatan dan
Tenggara. Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa memiliki strategi regional
yang mengandalkan pengembangan kebebasan. Dengan mendukung kelompok demokrat, bahkan
selama pandemi masih membayangi, Amerika Serikat dapat menunjukkan komitmen terhadap
pendekatan ini dan juga membedakan dirinya dari Tiongkok, yang sedang memperluas
kekuasaannya di kawasan ini. Meskipun Tiongkok telah mendistribusikan bantuan terkait COVID-
19 secara ekstensif, Tiongkok juga telah mengasingkan beberapa masyarakat Asia Selatan dan
Tenggara dengan menyokong pemimpin yang tidak liberal, seperti Perdana Menteri Hun Sen dari
Kamboja, dan tampaknya memanfaatkan gangguan pandemi untuk mendorong klaim teritorialnya
di Laut China Selatan.%”
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Untuk membantu mencegah para pemimpin regional agar tidak semakin merongrong norma dan
lembaga demokrasi, Amerika Serikat dan negara demokrasi terkemuka lainnya harus melakukan hal
berikut:

Mendukung upaya di Asia Selatan dan Tenggara untuk mengurangi polarisasi dan mendorong
kompromi dan dialog politik. Mengurangi polarisasi dan mendorong dialog akan membantu
mengurangi kecenderungan politisi dan pemilih untuk memandang setiap pemilu sebagai
sesuatu yang sangat menentukan sehingga mereka tidak boleh kalah. Demokrasi tidak dapat
berkembang tanpa transisi kekuasaan yang damai, dan lingkungan yang lebih kondusif untuk
kompromi dan dialog cenderung tidak menghasilkan pemimpin yang tidak liberal seperti
Duterte atau keluarga Rajapaksa, yang memolarisasi negara-negara itu ketika mereka
berkuasa. 9 Untuk mendukung upaya pengurangan polarisasi, negara-negara demokrasi
terkemuka harus menghindari pemotongan anggaran promosi hak dan demokrasi serta pada
hakikatnya meningkatkan anggaran mereka untuk pendanaan darurat bagi kelompok hak dan
demokrasi di kawasan ini. 99 Meskipun pengurangan anggaran tampaknya merupakan
tanggapan yang masuk akal dan perlu dilakukan terhadap kerugian ekonomi akibat pandemi
COVID-19, anggaran untuk promosi hak dan demokrasi merupakan bagian kecil dari anggaran
nasional bagi Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa sehingga pemotongan anggaran ini
tidak akan memiliki dampak praktis dalam menangani pandemi atau masalah anggaran secara
keseluruhan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan sekitar $2,6 miliar per tahun dalam
pendanaan promosi demokrasi, yang dialokasikan dalam berbagai cara.!%0 Anggaran tahunan
pemerintah federal A.S. untuk tahun 2020 diproyeksikan mencapai $6,6 triliun.10!

Memerangi kampanye disinformasi pemimpin yang tidak liberal dan upaya untuk merongrong pers
dan lembaga pengawas. Negara demokrasi terkemuka dapat memerangi disinformasi dalam
beberapa cara. Di Asia Selatan dan Tenggara, di mana pemimpin telah meningkatkan upaya
disinformasi selama pandemi, saluran media independen telah efektif dalam mengungkapkan
disinformasi semacam itu dan mengungkapkan serangan yang dilakukan oleh pemimpin
terhadap lembaga demokrasi. Negara-negara demokrasi terkemuka harus meningkatkan
pendanaan bagi media independen dan organisasi pemeriksaan fakta di kawasan ini. Selain itu,
Kongres A.S. harus menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama
Pandemi, yang akan mendorong cabang eksekutif untuk membuat rencana guna menangani
pelanggaran hak selama pandemi.102

Melawan penyampaian pesan Tiongkok dan Rusia bahwa negara-negara demokrasi gagal dalam
pertempuran melawan COVID-19 dan bahwa negara otoriter berhasil. Untuk memerangi
penyampaian pesan Tiongkok dan Rusia bahwa negara-negara demokrasi gagal mengatasi
pandemi COVID-19, Amerika Serikat dan negara demokrasi terkemuka lainnya harus
memberikan lebih banyak tekanan pada platform media sosial untuk meneliti aktivitas agen
disinformasi yang didukung negara dan merilis secara terbuka informasi tentang aktivitas
mereka. Jika mereka menolak, pemerintah negara demokratis dapat mengatur perusahaan
media sosial secara lebih agresif. Negara-negara demokrasi juga harus meningkatkan
pendanaan untuk kegiatan kontra-propaganda mereka sendiri, seperti yang kegiatan di Pusat
Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri A.S.

Memastikan kebijakan domestik Amerika Serikat sendiri terhadap COVID-19 menghormati norma
dan lembaga demokrasi serta menghargai saran dari para pakar kesehatan. Amerika Serikat tidak
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dapat mendukung hak dan kebebasan di Asia Selatan dan Tenggara jika pihaknya merongrong
hak dan kebebasan di dalam negeri tanpa terlihat sangat munafik. Namun, hingga saat ini,
Amerika Serikat belum secara efektif menyeimbangkan upaya memerangi COVID-19 dengan
melindungi kebebasan di dalam negeri. Presiden Trump telah keliru menyatakan bahwa upaya
untuk melindungi integritas pemilu nasional sekaligus menjaga kesehatan masyarakat—
memperluas pemungutan suara melalui surat, misalnya—akan menyebabkan kecurangan yang
merajalela dan pemilu yang dipertanyakan. 19 Namun demikian, Amerika Serikat perlu
menunjukkan bahwa pihaknya akan menegakkan integritas pemilu selama pandemi,
mempertahankan hak-hak dasar di dalam negeri, dan mengikuti saran dari pakar kesehatan
masyarakat dalam menangani virus.

Menyelenggarakan konferensi bantuan utama untuk berfokus pada dampak COVID-19. Di Asia
Selatan dan Tenggara, seperti di kawasan berkembang lainnya, COVID-19 memiliki dampak
bencana yang lebih besar pada perekonomian daripada dampak pada perekonomian di sebagian
besar negara maju. Negara-negara kaya dapat dengan lebih mudah meluncurkan paket stimulus
yang didanai oleh pinjaman internasional; hanya sedikit negara berkembang yang mampu
menyamai jenis stimulus yang diluncurkan di Australia, Jepang, Eropa, atau Amerika Utara.104
Meskipun penurunan kondisi perekonomian berkepanjangan di Asia Selatan dan Tenggara
dapat menimbulkan kemarahan rakyat terhadap beberapa pemimpin yang kebijakannya telah
menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan kondisi perekonomian itu berisiko memperburuk
ketidaksetaraan ekonomi dalam jangka panjang.!95 Dekade terakhir ini telah menunjukkan
bahwa ketimpangan yang meningkat seperti itu memicu perpecahan politik, yang dapat
memberi jalan bagi para pemimpin yang bahkan lebih tidak liberal untuk memanfaatkan
kemarahan rakyat dan mungkin semakin merongrong kemajuan demokrasi. Untuk membantu
mencegah ketimpangan yang lebih besar di Asia Selatan dan Tenggara, dan dengan demikian
secara tidak langsung mendukung demokrasi, negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika
Serikat, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa harus mengadakan konferensi bantuan utama.
Konferensi ini bisa mencontoh konferensi yang membantu Afganistan pada awal tahun 2000-
an dan membantu negara-negara Asia selama krisis keuangan pada akhir tahun 1990-an.
Konferensi tersebut akan dirancang untuk membantu perekonomian yang mengalami
kerusakan paling parah akibat pandemi COVID-19, termasuk di Asia Selatan dan Tenggara.
Bantuan tersebut, terutama hibah, dapat digunakan sebagian untuk membantu membayar
vaksin tetapi sebagian besar akan digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Donor dapat
menunjuk pengawas independen untuk menangani pencairan dana dan seorang inspektur

jenderal untuk membuat laporan yang menganalisis bagaimana dana tersebut dibelanjakan.
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Kesimpulan

Situasi kemajuan demokrasi tampak suram di Asia Selatan dan Tenggara. Meskipun kegagalan
untuk mengatasi COVID-19 dapat berbalik merugikan politisi petahana, Duterte dan pemimpin
populis tidak liberal lainnya saat ini besar kemungkinan lebih aman dalam menjabat daripada
pemimpin populis lain sebelumnya, karena media sosial memudahkan mereka untuk mendistorsi
informasi dan karena mereka lebih bersedia menggunakan represi kekerasan untuk tetap menjabat.
Pemimpin populis yang tidak liberal dan pemimpin tidak liberal lainnya saat ini dapat melewati
penjaga gerbang informasi tradisional, yang telah kehilangan pengaruh dalam dekade terakhir ini,
dan menyampaikan pesan mereka yang sering kali terdistorsi secara langsung kepada publik melalui
media sosial dan pers partisan. Selain itu, meskipun generasi pemimpin populis pada tahun 1990-an
dan 2000-an menggunakan teknik seperti mengubah sistem pemungutan suara untuk memegang
kekuasaan tetapi menghindari penargetan lawan secara kejam, generasi pemimpin populis saat ini
lebih bersedia untuk memicu kekerasan terhadap politisi dan lawan lainnya dalam masyarakat
sipil.106

Meskipun terlihat suram, situasi di Asia Selatan dan Tenggara tetap tidak sesuram negara-negara
berkembang lainnya. Meskipun lebih aman dalam menduduki jabatannya daripada generasi
pemimpin populis yang tidak liberal sebelumnya, pemimpin Asia Selatan dan Tenggara lebih
dibatasi dalam sejauh mana mereka dapat menindas demokrasi daripada rekan-rekannya di berbagai
tempat seperti di Afrika, karena negara-negara Asia Selatan dan Tenggara telah membangun norma
dan lembaga demokrasi yang relatif kuat sebelum pandemi datang. Dan pemimpin yang tidak liberal
di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk banyak pemimpin populis yang tidak liberal, bukanlah Xi
Jinping atau Abdel Fatah al-Sisi. Tidak seperti pemimpin autokrasi sejati, mereka mempertahankan
lapisan politik demokratis, mengizinkan pemilihan umum yang agak bebas dan adil, menoleransi
partai-partai oposisi sembari juga mengganggu mereka, dan menerima beberapa tingkat aktivitas
masyarakat sipil.197 Kendala tersebut membuat pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan
Tenggara lebih rentan daripada pemimpin autokrasi murni terhadap upaya reformasi nyata.
Meskipun demikian, pemilihan umum yang agak bebas dan adil dan masyarakat sipil yang agak
bebas memberikan dasar bagi demokratisasi yang lebih besar.

Mencegah pergeseran lebih jauh ke iliberalisme juga akan menguntungkan kepentingan strategis
A.S. Sebagian besar sekutu perjanjian dan mitra terdekat Amerika Serikat di Asia dan Pasifik adalah
negara-negara demokrasi, dan Amerika Serikat cenderung bekerja lebih efektif dengan negara-
negara yang lebih besar di kawasan ini. Dan selain India, yang hubungan bilateralnya dengan A.S.
telah berkembang bahkan ketika Modi telah merongrong demokrasi, negara-negara di kawasan ini
yang pemimpinnya telah membalikkan kemajuan demokrasi sering kali menjadi tidak dapat
diprediksi dalam hubungannya dengan Washington seperti dalam pendekatan terhadap masalah
kebijakan dalam negeri dan luar negeri lainnya.
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